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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Manajemen Konflik yang 

dilakukan Lembaga Adat Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten 

Merangin Provinsi Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Avoiding (menghindar) oleh Lembaga Adat terhadap 

Nikah Susuku di Desa Ngaol, Pada tahap awal mencuatnya kasus 

nikah sesuku, Lembaga Adat Desa Ngaol mengaplikasikan 

pendekatan avoiding bukan untuk mengabaikan masalah, melainkan 

sebagai langkah taktis untuk meredakan tensi sosial. Karena 

pernikahan sesuku merupakan pantangan adat yang sensitif, para 

Ninik Mamak dengan cepat mengambil alih penanganan dan 

memindahkan proses komunikasi ke ruang internal (Rumah 

Godang). Langkah ini efektif mencegah gejolak emosi masyarakat 

serta mengisolasi potensi tindakan main hakim sendiri, sehingga 

kondusivitas Desa Ngaol tetap terjaga.  

2. Bentuk Accommodating (Akomodasi) oleh Lembaga Adat terhadap 

Nikah Susuku di Desa Ngaol, Dalam proses mediasi, Lembaga Adat 

memberikan ruang yang memadai bagi pasangan yang bersangkutan 

beserta pihak keluarga untuk menyampaikan latar belakang 

permasalahan mereka. Pendekatan akomodatif ini bertujuan 

mendinginkan suasana perundingan dan membuat pihak keluarga 
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merasa diperlakukan secara adil dan manusiawi. Hal ini mendorong 

keterbukaan dari pihak yang berkonflik untuk mengikuti seluruh 

prosesi persidangan adat tanpa merasa tertekan secara berlebihan.  

3. proses penerapan Compromising (kompromi) oleh Lembaga Adat 

terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Implementasi strategi 

diwujudkan secara fleksibel oleh Lembaga Adat Desa Ngaol pada 

tahap penentuan mekanisme dan skema waktu pelunasan sanksi adat. 

Meskipun besaran denda adat secara konseptual telah memiliki 

legitimasi hukum yang baku dan mengikat, Lembaga Adat tetap 

membuka ruang negosiasi berupa kelonggaran tenggat waktu dalam 

pemenuhan kewajiban tersebut, khususnya terkait penentuan jadwal 

ritual pemotongan kerbau dan penyerahan beras denda. Konsensus 

interaktif melalui ruang dialog ini memberikan kesempatan bagi 

pihak keluarga pelaku untuk mengalkulasi dan menyatakan 

kesanggupan ekonomis mereka, sehingga instrumen kesepakatan 

adat dapat diterima secara akomodatif dan dilaksanakan secara 

kooperatif oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan kejanggalan 

relasional pasca-keputusan persidangan adat. 

4. Bentuk tindakan tegas Competing (memaksa) oleh Lembaga Adat 

terhadap Nikah Susuku di Desa Ngaol, Sebagai bentuk penegakan 

hukum yang tegas, Lembaga Adat Desa Ngaol menerapkan strategi 

competing secara mutlak dalam struktur penjatuhan sanksi adat 

tertinggi demi mempertegas marwah dan otoritas lembaga adat. 
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Ketegasan yuridis-adat tersebut diaktualisasikan melalui penjatuhan 

sanksi material berupa kewajiban menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau 

dan 100 (seratus) gantang beras, yang dirangkaikan secara 

berkelindan dengan sanksi sosial berupa Perintah Meninggalkan 

Desa (pengusiran) bagi pasangan pelaku dari wilayah adat Luhak 

Nan Tigo Kampuang Nan Tujuh. Penetapan tindakan ketat tanpa 

kompromi ini diambil sebagai langkah strategis untuk 

mempertahankan wibawa normatif hukum adat, memberikan efek 

jera (deterrent effect) secara preventif kepada seluruh elemen 

masyarakat, serta menjaga kelestarian tatanan struktur kekerabatan 

matrilineal dari ancaman pergeseran nilai-nilai adat setempat. 

5. Bentuk Collaborating (Kolaborasi) oleh Lembaga Adat terhadap 

Nikah Susuku di Desa Ngaol, Penyelesaian konflik nikah sesuku 

oleh Lembaga Adat Desa Ngaol tidak hanya berhenti pada tahap 

eksekusi sanksi dan penegakan aturan secara yuridis-formal, 

melainkan berlanjut secara transformatif pada tahap pemulihan 

tatanan sosial melalui pendekatan kolaboratif. Dalam konteks ini, 

Lembaga Adat membangun keterlibatan sinergis lintas elemen pilar 

desa, yakni Tokoh Agama (syara'), Tokoh Masyarakat, dan 

Pemerintah Desa Ngaol. Bentuk nyata dari integrasi kolaboratif 

tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan ritual adat cuci 

kampung yang dipadukan dengan doa bersama pasca-eksekusi 

pemotongan kerbau denda. Secara sosiologis-spiritual, ritual 
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komunal ini berfungsi sebagai media penyucian tatanan moral 

sekaligus instrumen rekonstruksi sosial untuk merekatkan kembali 

disintegrasi dan ketegangan relasional yang sempat terjadi 

antarwarga. Lebih jauh lagi, dimensi pemulihan ini diinternalisasikan 

secara berkelanjutan melalui program pembinaan nilai-nilai keadatan 

dan keagamaan bagi generasi muda, guna preventif menjaga kearifan 

lokal serta melembagakan kesadaran kolektif masyarakat di masa 

mendatang. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Adat Desa Ngaol, 

Pemerintah Desa, serta penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Adat Desa Ngaol 

a. Lembaga Adat disarankan untuk menginisiasi pendokumentasian 

(kodifikasi) tertulis mengenai aturan, norma, tata cara persidangan, 

serta rekam jejak penyelesaian kasus adat. Hal ini penting agar 

hukum adat tidak hanya berpedoman pada tradisi lisan, tetapi 

memiliki rujukan baku yang otentik demi menjaga konsistensi 

penegakan hukum bagi pengurus adat di masa depan. 

b.  Lembaga Adat hendaknya meningkatkan program sosialisasi dan 

edukasi norma adat khususnya larangan pernikahan sesuku dan 

implikasi hukumnya secara berkala kepada masyarakat luas dan 

generasi muda melalui forum-forum keadatan desa.  
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c. Lembaga Adat disarankan untuk mengkaji dan 

mempertimbangkan kembali aturan serta pemberian sangsi 

terhadap pelaku pernikahan sesuku. Pertimbangan ini didasarkan 

pada temuan bahwa tidak ditemukan dalil shahih, baik dari Al-

Qur'an maupun Hadis, yang melarang pernikahan tersebut selama 

tidak melanggar ketentuan mahram dalam fikih Islam. 

2. Bagi Pemerintah Desa 

a. Pemerintah Desa diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan 

integrasi administratif dengan Lembaga Adat, khususnya dalam 

validasi data kependudukan dan sistem verifikasi syarat 

pernikahan di tingkat desa, guna mengantisipasi dan 

meminimalisasi potensi pelanggaran nikah sesuku sejak dini. 

b. Pemerintah Desa disarankan untuk memberikan dukungan 

kelembagaan yang lebih optimal, baik berupa penyediaan sarana 

mediasi yang memadai maupun fasilitasi kegiatan pasca-konflik 

(seperti ritual adat dan pembinaan sosial), guna menjamin 

terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan kondusif. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

d. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

berbasis studi longitudinal atau kualitatif mendalam terkait 

dinamika kehidupan sosio-psikologis, adaptasi sosial, dan 

kelanjutan hubungan dari pasangan pelaku setelah menjalani 

sanksi pengusiran dari wilayah adat. 
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e. Peneliti berikutnya dapat memperluas fokus kajian dengan 

menganalisis secara komparatif kompatibilitas antara sanksi adat 

lokal dengan perspektif Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat) 

serta Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974) untuk 

melihat harmonisasi hukum di tingkat akar rumput. 
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